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ANISAST DAN TATAKERIA DINA

NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG

&

i S PEKERIAAN UMUM
RABUPATEN DAERAM TINGKAT IT Kupus

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

bahwa dalam rangka upava meningkatkan penvelenggaraan
Pemerintahan. Pembangunan  dan Kemasyvarakatan secara
berdavaguna dan barhasi lguna Khususnya di bidang pe
kKerjaan Umum. Susunan Organisasi dain Tatakerja“Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 1T Kudus perluy
dizesuaikan deingan perkembangan yvang ada

bahwa dengan telah ditetapkannyva  Keputusan Menteri
Dalam Negeri tangaal 5 Juli 1994 MNoamor &0 Tahun 1994
tentang Pedoman snisasil dan Tatakeria Dinas Lingkup
Fekerjaan Unun Oasirah, maka Peraturan Daerah babupaten

Caerah Tingkat II Kudus MNomor 7 Tahun 1986 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupa-
ten Daerah Tingkat 11 Kudus dipandang =udah tidak
sesual lagl sehinggs perlu diganti

sbut huruf a dan b
Curan Dasrah.,

bahwa sehubungan dengan  maksud
di1 atas

peirlu ditetapkan dengan

Undang undang MHomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dagrah-dasirah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-undang Mamor % Tahun 1974 tentana Pokok-pokok
Pemerintahan i Daerah (Lembaran Hegara Republik
Indon ta Tahun 1274 Momor 38, Tambahan

Pl wpublik ITndonesia Momar Z037).

G,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 1974 Hamor
S5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
Z04E )

Undang-undaing Momor 13 Tahun 1980  tentang Jalan
(lembaran Megara Republik Tndonesia Tahun 1980 MNamor
8%, Tambahan Lembairan Medara Republik Indoneszia Nomor
Z187)

. UNAENG wuww s
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Undana- " .

pemuu?mggddag ﬁ?mor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
. ima, -embar vqar spubl ki
1992 Nomor waran Negara Republik Indonesia Tahun

2%, Tambahan Lembaran Negar ¢ 3 i
Indonesia Nomor Z469) . oAra Republik

Undande—und. _
Rggdng(u”qdng Nomor 24  Tahun 1992 tentang Penataan
Nomgg fismpﬁrﬁglregara Republik Indoensia Tahun 1997
o < lambahan lLembaran Megara Re 1 -
sia Nomor 3501). gara Republik Indone

Eeraturan Pem?rintah Nomor 22 Tahun 19872 tentang Tata
?ngaturan Air  (Lembaran MNegaras Republik  Indonesia
Tahun 1?82 Nomor 37, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3225)

Pefatufan Pemerintah Nomor 23 Tahun 19872 tentang
Irigasi (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 19872
Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3226).

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985 MNomor

37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
293 .

Peraturan Pemerintah NMomor 14 Tahun 1987 tentang Pe -
nyerahan Sebagisan Urusan Pemerintahan di bidang Pe -
kerjaan Umum kepada Daerah { Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1987 Momor 25, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 3353).

Peaeraturan

dinas=i K

& Tahun 1988 tentang Koor -
2 : 3 ~tikal A1 Daerah (Lembaran
Hegaira Republilk Indonesia Tahun 1988 rMomaor 10, Tambah-
an lLembaran § 1 Momor 3373

Peraturan Pemnerintah Homor 20
Pengendalian Pencemar
Indonesia Tahun 199
Hegara Republik Indo

Tahun 1990 tentang
an Alr (Lemabaran Negara Republik
O Mamor 24, Tambahan Lembaran

pomor 34090 .

Peraturan  Pamnerintah  MNomor 3% Tahun 19291 tentang
Sungal (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1991
Momar 44, Tambahan Lembaran Megaras Republik Indonesis
Homor 24457 .

Peraturan Peaemsrintah Momor 4% Tahun 1992 tentang

el eng

raan Dtonomi Dasrah dengan Titik Berat pads
ab Tingkat IT (Lembaran MNegara Republik Indonesia
] 1997 Momor 77, Tambahan Lembaran MNegara Republik
ITndonesia Nomor 2487 ).

Peragturan  Menteri Dalam  MNegeri Nomor 1 Tahun 1987
tentang Penyverahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum
dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah
Dasrah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum MNomor 57/PRT/19%91
tentang Pelaksanaan Sebaglan Urusan Pekerjaan Umum
kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat TI.

17. Peraturan .....
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawas:
an Teknis bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pelayanan
Umum .

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret {992
Nomor 39 Tahun 1992 tentang pedoman Organisasi Dinas
Dasrah

Keputusan Menteri Dalam Negeri tangagal 12 Oktober 1993
Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri pDalam Negeri ‘tanggal 23 Novembert
1994 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
pemerintah Daerah dan Wilayah.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
tanggal 13 Oktober 1994 Nomor 106 Tahun 1994 tentang
pPedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis., Unit Pelak-
sana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1994
Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasil dan
Tatakerja Dinas Linagkup pekerjaan Umum Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mel 1993
Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan
Dinas Daerah Tingkat IT.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1T Kudus

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT1 KUDUS TEN-
TANG ORGANISAST DAN TATAKERJIA DINAS PEKERJIAAN UMUM KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT T1 KUDUS.

BAaB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

palam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan

&

2.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

pPemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dasrah
Tingkat 11 Kudus

.. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-

kat 1T Kudus

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Dasrah Tingkat II Kudus

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu
paten Daerah Tingkat IT Kudus

f. Cabang



F??a“g Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan unum Kabu-
Paten Daerah Tingkat 171 Kudus
S Unit Pelaksana Te

o - knis Dinas adalah
s Dinas Peker

Unit Pelaksana Tek-

Jaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 17
Kudus -

h. Penga{ran adalah suaty bidang pembinaan atas air, sum-
ber ajir, termasuk Kekayaan alam bukan hewani vang
terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun  yang
telah diusahakan oleh manusia 3

i.

Bina Marga adalah suatu bidan
Yailtu prasarana perhubung
meliputi segala bagian j

g pembinaan atas jalan
an darat dalam bentuk apapun
alan termasuk bangunan peleng-
Kap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi laluy
lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undangmundang Nomor
13 Tahun 1980 tentang Jalan 5
J. Cipta Karva adalah suatu bidang pembinaan atas penetap
an ruang Kota dan Dasrah, bangunan gedung, perumahan,
air bersih dan penyehatan Lingkungan pemukimarn.

BB 17
KEDUDUK AN TUGAS POKOK DAaN FUNGST
Pasal =2

(1) Dinas Pekerjaan Umum adalah

Unsur Pelaksana Pemerin-
tah Daerah dj

bildang Pekeriaan Umum.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh
berada di bawsh
Kepala Dasrah.

Kepala Dinas yang
dan b@rtanggung Jawab kepada Bupati

Dinas Pekerjaan Umnum mempunyal tugas pokak menyelenggara-
kan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang
Pekerjaan Umum VaENY menjadi tangagung Jawabnyva dan Tugas
Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Dserah Propinsi Daerah Tingkst I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan bugas pokak sebagaimana dimaksud
Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Dinasg Pekerjaan Umum mem-
punyai fungsi

do PEruUmUsan, perencanaan kebijaksanaan tekni§ p@m?&hgunw
an dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbing-
an serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan Bupati Kepala Daerah )

boopengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan
Hinum - sesuai dengan kebijaksanaan vang ditetapkan
Bupati YXepala Daerah i

C.oopengelolaan Tata Usaha Dinas )

d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Dinas .

Bag  IIT ... ..



BAB  TII
ORGAMNMTISAST
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5
Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

da. Kepala Dinas z

b. Subbagian Tata Usaha :

©. Seksi Survey dan Pengendalian 5
d. Seksi Pengairan -

€. Seksi Bina Marga

f. Seksi Cipta Karya

g. Cabang Dinas

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas 5

1. Kelompok Jabatan Fungsional .

—
N
-

Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana di -
maksud  ayat (1) Pasal ini. masing-masing dipimpin
aleh seorany Kepala yang berada di bawah dan bertang-
gung Jawab kepada Kepala Dinas.

(

[

) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai-
mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas menyelenggarakan
Urusan  perencanaan, program, kepegawaian, tatalaksana,
Keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugss sebagaimana dimaksud Pasal @
Peraturan Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai

fungsi

d penyusunan
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e penyye
USunan rer
_ encana, progr : 3 . b

laksanaan - A, program dan pelaporan serta ketata

b p
©oPang o . .
m®niﬁ301§an administrasi Kepegawaian, keuangan, surat-
il rat Perlengkapan, rumah tangga, penyusunan
“doman dokumentasi dan kepustakaan :

e

Pényajian data,

. informasi, hubungan masyarakat dan
Penyelenggaraan in

ventarisasi.

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha terdiri dari

a. Urusan Perencanaan dan Program
b. Urusan Kepegawaian

C. Urusan Keuangan

d. Urusan Unum

5

(2) Masing masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal inl dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di

bawah dan bertanggung jawab kKepada Kepala Subbagian
Tata Usaha

Pasal 11
(1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyal tugas menyu-
Sun perencanaan., program dinas., dokument kepusta-
Kaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyara-
kat serta perencanaan anggaran.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan pe
ngelolaan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman
petunjuk kKetatalaksanaan

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pEnge Lo
laan administrasi Keuangan vang meliputi penyusunan
anggairan, pembukuan, pertanggunglawaban dan  laporan
Keuangan

{4) Urusan Umum mempunyal tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, Kearsipan, ekspedisil, penggandaan, rumah
tangga, adminlstrasl perjalanan dinas, pemeliharaan
kKantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kan
tor serta inventarisasi.

Bagian Keempat
Seksl Survey dan Pengendalian
Pasal 12
Seksi Survey dan Pengendslian  mempunyal tugas melaksana-

kan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang survey
dan pengendal ian

Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
12 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pengendalian

mempunyai fungsi

a. pelaksanaan
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Favy ey

e TRV T data, Penelitian,
S P

study ke
Al

(&} € K2 10 e o
| qu”uuqmn BUrvey dan pemetaan
bﬁnyulnnggmrunn pengujian tanah, air dan bahan barngun-
an

““HV“lmnﬂgaraan

PEmantanan  dan  evaliuyasi
Engie o ",

pelakssnan

Pasyl 14

(1) Seke; Survey dan pengendalian Cerdiri dari

B Bubsekai 5 ey dan Pene ] it an
b Submelks i Pesnetamn
Cooomulbsels i Pergiyian

. Bubseks i Pemantouan dan Fualusei
Mises T rigmeas i e Subnels i sebagaimana dimskaud ayvat (1)
Pacal i Adrpimpan olen Leorang Kepsla yang berads

i ey Lanagagung  Jawab kKepada Kepala Seksi
Survey dan Pengendal ) an

A bawal

FPasal 15

(1) Subseksi Sy ey dan Peneslitiang
SHNaRKON s yey Pengumpulan daty penelitian, study
keslayikan, smdol o Fam rangks pembangucan dan pangam

bangan di b dandg Pengsiran o Binag Moerga dan Cipta
Karye .

mempunyal tugas melak-

(7)) Subseksi Fresmectaa MeEmpuryal tiga
Hkuran . pemetaan
alat kg

melaksanakan penyg
inventarisasi peta dan
pendgendal 1an
s tann .

dokumentas i
s PENYEMBSan sep by

pelaksanaan
ke i o tan Penguliuran dan

(5) Submeksi Fresnciog an ML A, tugas melaksanakan
Pengujian tanah, kialitae air bahan bangunan serta
Penguiion koal itas peker jaan bangunan dan Pendelolaan
Laborataoriom

(4) Selksi Pemantauan dan el v i mempunyai tugas melak-
SAanalan Pesmanta g cvaluani pelaparan tugas dinas
dan mantaat serta dampak kegiatan pembangunan  di
bidang Pengairan, Ring Marga dan Cipta Karya

Bagian Kelima
Seksi Pengairan
Pasal 16

Sekail o Pongairan mempuny s i

tugas melaksanakan
Lugas Oinas Pekerjaan Unum

sebagian
dibidang Pengairan.

Pasal 17

ok menyelenggarakan tugas shadgailmana dimaksud Pasal
Lo Perataran Daerah  ini

,  Seksi Pengairan mempunya i
Firnegi

. penvusuna N
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“Fencanaan teknis oar é ¢

bimbingan teknie ’ e B 2 gram, pEnbinEs dan

di bidang Pengairan

t Pengawge s, .
l)i]itasffnplﬁgfflﬂﬂ}i&n pelaksanaan pembangunan rehs-
““m“17haraag dj?‘dtdh dar pengembgngan, operasl serta

AN pengamanan pengairan

[0 e -

” g???@i?}aaﬁ”p@riZinan dan‘pengamanan pemanfaa@an air
V,‘IU.ddn dan atau sumber ailr  serta rekomendasi per
}i:”aﬂ Penambangan bahan galian golongan ¢ pada alur
Sungai -

&l

PEnanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya
Serts ussha-usaha pengendalian aros) di bidang teknik

<

Sipil

Coopengumpulan dan pengelolaan data  serta pelaporan di
bidang pengairan.

Pasal 1

@

(1) Seksi Pengairan terdiri dari

4. Subseksi Perencanaan Teknis
b. Subseksi Pembangunan
C. Subseksi Operasi dan Pemeliharaan
d. Subseksi Bina Manfaat .

—~
5
N
e

Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud avat (1)
Pasal ini dipimpin oleh

seorang Kepala vang berads
dibawabh  dan bertanggung  Jawab kepada Kepala
Pengalrarn

&
o

Pasal 19

(1) Subzeksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksa
nakan penyusunan program. perencanaan teknis. penge
lalaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kual)

tas air serta pelestarian sumber al

(2) Subseksi Pembangunan mempunyal tugas melaksanakan pem
binaan, pengawasan, pendendalian  pelaksanaan e
bangunan dan peningkatan serta rehabillitasi Jaringan
irigasi,

(73) Subseksi  Operasi dan  Pemeliharaan mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian,
an kegiatan operasi. pemeliharaan pengairan.

perlaksana
inventari kKondisi bangunan pengairan, pengumpulan
data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan
air permukasn dan sumber air, penanggulangan bencans
alam serta pengelolaan Turan Pelayanan Air Irigasi.

(4) Subseksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggara-
kan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanasn
pengembandgan,  peningkatan dan rehabilitasi

irigasi
kecil /pec

saan, irigasi air tanah, jaringan tersier
adninistrasi, pengawasan perizinan air permukaan, dan
sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan
penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai
serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian



Seksi Binag
tugas Dinas

Unt
Per

.

(1)

(2)

(1) Subseksi Perencana:

(2)

9

Bagian Keenam
Seksi Bing Marga
Pasal 20

Margs . i
pz;gffﬁmmpunyal tugas melaksanakan sebagian
Erjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 21

Uk e s Y i .
a;uTi?V?}Lngatékan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20
L P Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyasi fungsi

PEnyUsSUnan

bingan tekn
PeEngaws
Marga
per Zinan dan  pengawasan pemanfaatan jalan beserta
utilitasnya

pPenanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
pengunpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga.

rencana teknis, program, pembinaan dan bim-
15 di bidang Bina Marga
an pengendal ian dan pelaksanaan pekerjaan Bina

5

Pasal 22
Seksi Bina Margs terdiri dari

. Subseksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
b, Subseksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
c. Subseksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan
d. Subseksi Pemeliharasn Jalan dan Jembatan.

Masing-masing Subseksl sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina
Marga

Pasal 23

n Teknis mempunyal tugas melaksang
kan penyusunan perencanaan teknis dan program serta
pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan dan
jembatan.

Subseksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai
tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengen-
dalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pe-
ningkatan jalan.

Subseksi Pembangunan  dan  Penggantian Jembatan mem -
punyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan,
pengendalian  dan  pelaksanaan  kegiatan pembangunan
serta penggantian jembatan.

Subseksi  Pemeliharan Jalan dan  Jembatan mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendali-
an pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan
pemanfaatan jalan dan jembatan, penanggulangan akibat
bencana alam, serta mengelola perlengkapan peralatan
perbekalan dan perbengkelan.
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Bagian Ketujuh

Seksi Cipta Karya
Pasal 249
Seksi Cipta Kary

. & memy 13
tugas Ding © Mempunyai  tugas

melaksanakan sebagian
S Pekerj

aan Unum di bidang Cipta Karya.

Pasal 25
Untuk meiyel
24 Peratur
Fungsi

enggarakan tuqas

sebagaimana dimaksud Pasal
an Daerah ini,

Seksi Cipta Karya mempunyai

a4 penvusunan, penetapan. dan pengendalian rencana penata
an ruang dan rencana teknis di bidang Cipta Karya ;

Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas ;

o3

C.operizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pem-
bangunan di bidang Cipta Karva

3

“oopEngumpulan data dan pelaporan i bidang Cipta Karyva.

Pasal 26

Faryva terdiri dari

a Tata Ruang
b Bangunan

© Peirumahnan
P

Penyvehatan Lingkungan .

-

—
R
St

Masing-me L osebagaimana dimaksud avat (1)
Pasal ini dipimpin aleh Eang Kepa ¢

1
1
ala wa ey
bawah dan bertanagung jawab kKepada Kepala Seksi Cilpta
Karya.

Subseksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan P
nyusunan  penataan ruang Kota dan Daesrah, menyusun
rencana tata program bangunan dan lingkungan, melak

sanakan pengawssan pemantauan dan evaluasi
izinan dan pengendalian pemanfaatan ruang .

serta per-

(2) Subseksi Bangunan mempunyai tugas  merencanakan dan
melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan
teknik pembangunan bangunan gedung negara dan bangun-
an oumun serta pengaturan dan

pengendalian perizinan
bangunan.

(3) Subseksl Perumahan mempunyai tugas melaksanakan me-
rencanakan dan melaksanakan penertiban, pengawasan,
pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkun-
gan  permukiman kKhusus  dan pengelolaan Rumah Dinas
serta penerbitan perizinan lavak huni .

(4) Subseksi
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(4 «[n.,'—'
(4) Subzeksi Penye
L Penyehatan |ip
PErencanaan
>

nyuluhar bantuan

gkungan mempunyai tugas melak”
Ay tok pengawasan, pengendalian, P€ -
glatan pembangy eknik, pelaksanaan pengelolaan Ke~
dan prasarana gunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana
na dibidang teknik penyehatan yand me

liputi
1 urusan-
San-i - - 5 -
kebakaran . irusan air bersih, air buangan dan

sanaka n

Bagian Kedelapan
Cabang Dinas

Pasal 28

sana Dinas peker-

(13 Cabanea
(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelak :
meliputl satu

gqqn Umum yang mempunyai wilayah kerja
atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.

a Cabang vand

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepal
kepada Kepalad

! o - -~ -
berada di bawah dan bertanggung Jawab
Dinas

(N

Pasal 29
berdasarkan kriteria yand

Cabang Dinas dapat dibentuk
Megerl .

ditetapkan oleh Menteri Dalam

Baglian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

p(’i.’;al 30

berkedudukan sebagal

(1) Unit pPelaksand Teknis Dinas |
Dinas Pekerjaan

unsur  pelaksans teknis opvfaa)ona]
Lnum .

apa Teknis Dinas dipimpln oleh seorang

(7) Unit Pelaksa
epala yand berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

Pasal 31

pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan

Unit
yvang ditetapkan oleh Menteri Dalam MNeger .

kriteria

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan
kegiatan teknis Dinas Pekerjsan Umum sesual  dengan
hidang keahlian masing-masing.
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Pasal 33

(L) Kelompok jabat:
tenaga daliﬁﬁ?gﬁ?ivfuﬁgsional terdiri dari sejumlah
cleh seorang fqu”g Jébatqn fungsional yang dipimpin
Kelampolk Yaig Qﬂﬁgﬁ fl'»)ngsmnal senior selaku Ketua
] Kepaia h;{dﬁd i bawah dan bertanggund jBW@b
okl ..;‘; Qas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis
yang bersangkutan .

e :
Keloimpak qatb ey -
ks«vlnm["f"':\ jabatan fungsional dapat dibagi atas sub-sub
= 10 WK « e I R . > ez ]
i Pok sesuai dengan kebutuhan dan masing masing
1100 i (Y P . o~
Pampin oleh tenaga Fungsional senior.

{3) . a1 L .
L3 ) Juimlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

sifat, Jenis dan beban kerja

dilaksanakan

{4 Deambi1inaar .
1) Pembinaan terhadap tenaga Ffungsional
yand

sesuai dengan peraturan perundang undangan
beirlaku

Bas 1Y
TOTARKFRIA
Pasal 34

Dinas Pekarjasn Umum,

(1Y Dalam melaksanakan tugasnyd
Kelompok Jabatan Fung-

K . 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas,
sianal dan Cabang Dinas walib menerapkan prinsip
L rasi  dan  sinkKronlsasil baik dalam
cesnal  dengan  tugas

koordinasi, Inte
maupun  antar  satuan Organisas

mas Ling - mas 1 ng

FoY Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekaerjaan Umum
wal b menyelenggarakan koordinasi secard fungsional
ha i kb

LRy a

dengan caird yand se
Pgsal 3
1) Kepala Dinas melaksanakan bugas perumusan bahan

rencana  dan  progidn, peny Lapan hahan-bahan Laporar
dinas  serta pemb 1 naan organisasi dan tatalaksana

;—x

(2) Kepala Dinas wa i memberikan petunjuk, membina,
membimbing  dan MeENgawas i pekerjaan unsur-unsur pems
bantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan

Dinasnyd .

Kepala Dinas melaksanakan tugasnyd berdasarkan Kebl-
jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

~~
M
S

Boe Y
PENGANGKATAM DA PEMBERHEMNT ITAM
Pasal 36

Kepala Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepala Subseksi, Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas,

S@palq Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatah

Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yaﬁg

prrvepang sesudl dengan peraturan perundang-undangan yang

eirlaku, '
2o VI



/S pETAN PERMKILAN RAKYAT DAERAH

[FOPATEN
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F ACHMUD, S.

BAB VI
KETEMTUAN LAIN-LATH

pasal 37
Jenjang J y
diaquglni?itinlfyqéKepﬂngkatan serta Susunan Kepegawalal
- = lanjut sesuai dengs 5 erundang”
undangan yang Gaelml gan peraturan P

pag  VII
KETENTUAN PENUTUR

pasal 38

aerah ini, s

dalam pPeraturan 0] :
lebih 1tanjut

Hal-hal yang belum diatur
panjand mengenal pelaksanaannya akan diatur

oleh Bupati Kepala naerah.

Perafurﬂn
7 Tahun
Dinas

kecuall

antuks

ini., makd
WUt Momor
Tﬂtmﬁarjﬂ
17 Kudus.,
Fentang Pem )

Dﬁngﬂruiwwflmkunya paraturan paerah
Daerah Kabupaten pacrah Tingkat T
GsUnan ﬂigdu?wdsi
Llmm W abupaten pacrah Tingkat
[T pasal ¢ y&and mengatur

tidak her laku lagi

1986 tentand aan

s jaan

ketantuan Bk

an dinyatalkan
pasal 40
pPeraturan paerah ‘i omulal berlaku padd tangdal
Aiundangkain.
pgar supayé cetiap oirand dapat mﬂngetahuinya,
pengundangdan pPeraturan paerah ini denaan
Kabupaten Daarah

memerintahkan
dalam Lembaran Daerah

p&nempatannya
Tingkat I1 Kuchs .

pDitetapkan di Kudus
pada tangdal S Mei 1998
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PENJIELAs AN
ATas

PERATU A ‘
CATURAN DAERAK KABUPATEN DAFRAN TINGKAT TT KUDUS

NOMOR 5 TaHUN 1998

TENTANG
ORGQNIQASI DAN TATAKERIA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN paERAH TINGKAT T1 KUDUS

PEHJELQSQN UMM

} ' Dalam irangka
bugalmana telah
Tahun 1974

a 1 s€

meningkatkan Otonomi Daerah Tlngkét ‘rjomor~ =
diamanatkan dalam Pasal 11 Undang uniﬁnflﬁératur“
) tentang Pokok pokok Pemerintahan di DaerahVN?i atonoml
N Pemarintah Momar 45 Tahun 1992 tentang Pe”V@lenggdl%éﬁ.'cecara
Dacrah deigan Titik Berat pada Daerah 'Firl{}KE‘ti_II’ .mdkdpp;@r'iﬂ‘
berangsu, dngsur dan  bertahap diserahkan berbagal urusan FefiEns

el
tahan pada Daerah Tingkat T17.

| . < 250G denga seraturan
Berkaitan dengan hal teirsebut, maka sesual d{(:rt;.jd. j']i F e e
Pemerintah Momor 14 Tahun @7 tentang Penyerahan Sebagian U

Pemeirintahan o

K a Daerah

Bidang Pekerjaan Umum Kepad

senyerahar usan ter
Guna  menindaklanjuti pelaksanaan penyerahan gruuéy o
sebut, maka perlu segera menetapkan Organisasi dan TdtdK&IAd.“i a;
] ¢ 9 Tinakat 11 Kudus sesual  deng
Peker Jaan Umnum Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus sesual d

peraturan perundang undangan  yang berlaku, Khususnya Keputuigy
Menteiri Dalam MNegeri tanggal & Juli 1994 Nomor 80 Tahun 1994

tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan
Umum Daerah
Dan =

i

val o dengan Surat Kawalt Menteri Dalam MNegeri tanggal 28
mber 199 Momor  061/%194/57 perihal Pola Organisasi Dinas
flaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus ditetapkan Pola
Makeimal

PENIELASAN PASAL DEMT PASAL

Pasal 1 sampsi dengan Pasal 40 Cukup jelas.
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